Implementasi Kebijakan Pengelolaan Danau Limboto by Akibu, R. S. (Rifkah)
 178 
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANAU LIMBOTO 
Rifkah S. Akibu 
Universitas Muhammadiyah Gorontalo 
rifka_akibu@yahoo.com 
 
Abstract 
This study aimed to look at the implementation of the Policy Management Limboto Lake, 
Lake Limboto is an area that the quality of the environment is strongly influenced by the 
development activities undertaken by the two regencies / cities, namely Gorontalo regency 
and city of Gorontalo, the formulation masaalahnya is 1) how policy implementation 
regulations management Limboto Lake , 2) Strategy and the concept of what should be done 
by the government in the implementation of the management of lake Limboto. Thus, efforts to 
mengimpelentasikan management Limboto Lake is (1) the restoration of Lake Limboto, (2) 
the use of Lake Limboto and (3) preservation of Lake Limboto should be carried out by (1) 
based citizens DAS Limboto (not just residents of coastal lakes Limboto), (2) implemented 
collaborative management, and through (3) collective action locally. The earliest step to start 
it all is the delimitation of the Lake Limboto definitively. Indeed, this step is not easy and can 
trigger a "conflict" between the government and the citizens who have claimed the lands of 
the existing signage. However, no matter how easy it is, this is the first step that must be 
passed. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk melihat implementasi Kebijakan Pengelolaan danau 
limboto, Danau Limboto merupakan kawasan yang kualitas lingkungannya sangat 
dipengaruhi oleh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh dua Kabupaten/kota yaitu 
Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo, rumusan masaalahnya adalah 1)bagaimana 
implementasi kebijakan perda pengelolaan danau limboto, 2) Strategi dan konsep apa yang 
harus dilakukan oleh pemerintah dalam Implementasi pengelolaan danau limboto. Jadi, 
usaha-usaha untuk  mengimpelentasikan pengelolaan danau limboto adalah (1) pemulihan 
danau limboto, (2) pemanfaatan danau limboto dan (3) pelestarian danau limboto harus 
dilaksanakan dengan (1) berbasis warga DAS Limboto (bukan hanya warga pesisir danau 
Limboto), (2) dilaksanakan dengan manajemen kolaboratif, dan melalui (3) aksi-aksi kolektif 
lokal. Langkah paling awal untuk memulai semua itu adalah penetapan batas Danau 
Limboto secara definitif. Memang langkah ini  bukanlah hal yang mudah dan dapat memicu 
“konflik” antara pemerintah dengan warga yang telah mengklaim tanah-tanah timbul yang 
ada. Namun, betapa pun tidak mudahnya, inilah langkah awal yang harus dilalui.  
Kata Kunci :implementasi, pengelolaan danau limboto 
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PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang 
Provinsi Gorontalo sejak berdirinya pada tahun 2001 terus memacu pelaksanaan 
pembangunan untuk mewujudkan masyarakat mandiri, berbudaya enterprenur, berlandaskan 
moralitas agama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan yang 
dilaksanakan telah menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat tercermin dari 
membaiknya indikator ekonomi, sosial, dan budaya. Disisi lain, pembangunan yang 
menggunakan sumber daya alam sebagai modal utama disamping sumberdaya manusia, 
memberikan dampak positif maupun negatif pada lingkungan hidup.  
Salah satu aspek dari kegiatan pembangunan yang akan menerima dampak adalah 
kawasan Danau. Danau merupakan ekosistem yang memiliki sumber daya akuatik yang 
bermanfaat bagi manusia sehingga harus diperhatikan kelestariannya (Dinas Perikanan, 
1993). Danau termasuk ke dalam perairan tenang (lentic water ), atau disebut juga sebagai 
perairan tenang (Barus, 2001). Ekosistem danau adalah ekosistem akuatik perairan danau dan 
ekosistem terestrial daerah tangkapan air. 
Danau Limboto merupakan kawasan yang kualitas lingkungannya sangat dipengaruhi 
oleh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh dua Kabupaten/kota yaitu Kabupaten 
Gorontalo dan Kota Gorontalo. Untuk mewujudkan pemerintahan yang perduli lingkungan 
dan dalam upaya mengantisipasi masalah pengelolaan Danau Limboto di Provinsi Gorontalo, 
maka diperlukan pemahaman secara komprehensif tentang karakteristik, pemanfaatan dan 
permasalahan Danau Limboto. 
Beberapa terobosan yang dilakukan oleh pemimpin pada masa itu yaitu, Peraturan 
daerah no 1 tahun 2008 tentang pengelolaan danau limboto, implementasi kebijakan perda ini 
belum berjalan dengan maksimal di buktikan dengan data yang di peroleh laju pendangkalan 
danau akibat erosi dari sungai-sungai yang bermuara di danau sangat besar jika di hitung 
pertahunnya, tingkat penyusutan danau mencapai 78.81 hektar. Pendangkalan danau 
menyebabkan munculnya daratan baik di tengah danau maupun di tepian danau, daratan ini 
telah di manfaatkan oleh penduduk menjadi tanah pertanian, pemukiman dan sebagainya 
bahkan sudah ada yang menjadi hak milik antara lain sawah seluas 637 ha, 329 ha ladang, 
pemukiman seluas 1.272 ha dan peruntukan lainnya seluas 3.594 ha  
Di kepemimpinan yang sekarang salah satu visinya yaitu “Mengembangkan 
manajemen pengelolaan potensi sumber daya Kelautan, Pertanian, Peternakan, kehutanan, 
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Danau Limboto dan potensi lingkungan lainnya yang lebih baik, saling terintegrasi serta 
lestari demi kepentingan kemakmuran masyarakat. Danau limboto menjadi salah satu 
Permasalahan Tentunya hal tersebut harus mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk 
menangani erosi besar yang mengakibatkan terjadinya penyusutan danau maka membutuhkan 
langkah strategis pemerintah dalam penanganan konservasi Danau Limboto. 
Dari latar belakang diatas yang menjadi judul dalam makalah ini adalah implementasi 
Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun dengan studi kasus kebijakan pengelolaan 
danau limboto 
 
B. Rumusan Masaalah 
1. Bagaimana implementasi pengelolaan danau limboto? 
2. Strategi dan konsep apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan 
Implementasi pengelolaan danau limboto 
 
C. TINJAUAN PUSTAKA 
C.1. Teori Implementasi 
Studi implementasi kebijakan sangat penting untuk studi administrasi publik dan 
kebijakan publik. implementasi kebijakan, seperti yang telah kita lihat, adalah kebijakan 
tahap antara pembentukan kebijakan-seperti bagian dari tindakan legislatif, penerbitan sebuah 
perintah eksekutif, penyerahan turun dari keputusan pengadilan, atau pengundangan aturan 
regulasi - dan konsekuensi dari kebijakan bagi orang-orang yang mempengaruhi (Edward III, 
1980-3). 
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat 
mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan 
publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam 
bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik 
tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari 
program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim 
dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa 
program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud 
pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama 
pemerintah dengan masyarakat.  
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1. Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan 
implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan 
sebelumnya. Tindakan-tindakan ini 11 mencakup usaha-usaha untuk mengubah 
keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu 
maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan 
kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi 
publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.  
2. Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) 
sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa: 
Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program 
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi 
kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah 
disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha 
untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada 
masyarakat atau kejadian-kejadian.  
3. Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu: 1) 
Teori George C. Edward Edward III (1980: 17-53-89-125) berpandangan bahwa 
implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: 
a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor 
mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan 
harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi 
distorsi implementasi. 
b.  Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, 
tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka 
implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber 
daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.  
c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti 
komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, 
maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang 
diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif 
yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga 
menjadi tidak efektif.  
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d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur 
organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur 
organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan 
menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang 
menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.  Menurut pandangan Edwards (1980: 125) 
sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta 13 keahlian-keahlian 
yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang 
diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-
pelayanan publik.  
Struktur Birokrasi menurut Edwards (1980: 125) terdapat dua karakteristik utama, yakni 
Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi: SOP atau prosedur-prosedur kerja 
ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas 
dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam 
bekerjanya organisasiorganisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi 
berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, 
kelompokkelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat 
kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.  
4. Teori Merilee S. Grindle Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam 
Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of 
policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut 
mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi 
kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang 
diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah 
sebuah kebijakan 14 telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah 
program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan Wibawa (dalam Samodra 
Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan 
dan konteks implementasinya.  
Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi 
kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari 
kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: Kepentingan yang 
terpengaruhi oleh kebijakan. 
 a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.  
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b. Derajat perubahan yang diinginkan.  
c. Kedudukan pembuat kebijakan.  
d. (Siapa) pelaksana program.  
e. Sumber daya yang dihasilkan  
Sementara itu, konteks implementasinya adalah:  
a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.  
b) Karakteristik lembaga dan penguasa.  
c) Kepatuhan dan daya tanggap.  
Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan 
konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima 
implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, 
serta kondisikondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.  
5. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier Menurut Mazmanian dan Sabatier 
(dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi 
keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (tractability of the problems), 
karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation) dan 
variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation). 4) Teori Donald S. 
Van Meter dan Carl E. Van Horn Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) 
ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran 
kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik 
agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Menurut pandangan Edward III 
(Budi Winarno, 2008: 175-177) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, 
yaitu:  
a. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. 
Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa 
suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.  
b. Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana 
yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh 
para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali 
instruksi-intruksi 16 yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan 
dan bagaimana suatu program dilaksanakan.  
c. Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, 
maka perintahperintah pelaksaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah 
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yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut 
bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan 
menjalankan tugasnya dengan baik.  
 
D. METODE PENELITIAN 
 Jenis penelitian kualitatif. Menurut Satori, D. dan Komariah (2011:22-25), bahwa 
penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, 
kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan.  Penelitian kualitatif adalah suatu 
pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan 
kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan 
analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Informan penelitian ini 
ditentukan secara purposive menjadi 7 informan. Menurut Sugiyono (2011:216) purposive 
yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Metode pengumpulan data yang terdiri 
dari pengamatan, wawancara mendalam dandokumentasi, sedangkan teknik analisis data 
meliputi editing data, reduksi data, pengkategorian data, interpretasi dan pemaknaan dataserta 
display data. 
 
E. HASIL DAN PEMBAHASAN 
E.1. Implementasi kebijakan Pengelolaan Danau Limboto  
Secara nasional, Danau Limboto telah ditetapkan sebagai danau yang mendapatkan 
prioritas utama untuk ditangani oleh Pemerintah (pusat). Konferensi Nasional Danau 
Indonesia (KNDI) I di Bali pertengahan Agustus 2009 lalu telah memberikan pesan yang 
sangat jelas tentang pentingnya penyelamatan Danau Limboto. Sejak tahun 2008, ikhtiar 
penyelamatan Danau Limboto telah didukung oleh ketersediaan Peraturan Daerah Provinsi 
Gorontalo yaitu Perda  No. 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Danau Limboto. Berbagai 
kajian terhadap Danau  Limboto  telah dilakukan, antara lain,  oleh JICA (Jepang), CIDA 
(Kanada), Pemrov Gorontalo bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan UNG, 
KLH, PSL, Departemen Kelautan dan Perikanan, ITB dan LIPI. Berapa besar dana untuk 
studi-studi dan kajian-kajian itu? Pasti banyak. Berapa banyak data yang telah terkumpul? 
Pasti bertumpuk,  lengkap, dan komplit (menurut yang melakukan studi). 
Tahun 2006 telah disusun  Master Plan Pengelolaan Danau Limboto, hasil kerjasama 
PSL Universitas Negeri Gorontalo, Balitbagpedalda Provinsi Gorontalo, dengan Kementerian 
Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Terakhir, Badan Lingkungan  Hidup, 
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Riset  dan Teknologi Informasi (Balihristi) Provinsi Gorontalo telah menerbitkan Profil 
Danau Limboto tahun 2009 yang memuat data terakhir serta rencana aksi untuk 
penyelamatan Danau Limboto (bisa diunduh di bank data provinsi gorontalo). Sebagai tindak 
lanjut dari adanya Perda, telah disusun Program Implementasi Perda Danau Limboto, yang 
terdiri dari tiga program utama yaitu:  
(1) Program Pemulihan Danau Limboto,  
(2) Program Pemanfaatan Danau, dan  
(3) Program Pelestarian Danau Limboto. Masing-masing program dirinci dalam kegiatan-
kegiatan yang relevan. 
Dalam matriks  program implementasi itu, disebutkan instansi mana saja yang 
menjadi penanggung jawab, perkiraan sumber dana (APBN, APBD dan swasta), serta 
kerangka waktunya. Setelah ada komitmen nasional,  tersedia payung hukum di tingkat 
provinsi dan setelah tersusun program implementasinya, warga pemerhati Danau Limboto 
sedang menunggu-nunggu,  aksi apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah (di berbagai 
tingkatan) sebagai bentuk implementasi. 
Dari kerangka pikir birokrasi, jika telah tersedia payung hukum (kebijakan nasional, 
Perda dan Peraturan Gubernur), dan setelah tersedia program implementasinya, langkah 
selanjutnya adalah tinggal mengalokasikan anggaran (setiap tahun) melalui APBD atau 
menunggu niat baik pusat untuk mengalokasikan APBN nya untuk merealisasikan kegiatan-
kegiatan yang diprogramkan. Itu artinya, ada amanah bagi para birokrat di instanti tertentu 
berupa dana yang cukup besar untuk melestarikan Danau Limboto. 
Namun jika ditelaah, program-program dan kegiatan-kegiatan yang sudah 
direncanakan itu sebenarnya menyisakan satu pertanyaan yang kerap kali luput diperhatikan. 
Pertanyaannya adalah, “Bagaimana pelibatan masyarakat / warga DAS limboto dalam 
pengimplementasian  program-program itu?  Apakah melibatkan warga DAS Limboto secara 
signifikan atau tidak?” 
DAS Limboto, sebagai catcment area dari Danau Limboto, memiliki luas 91.004 ha 
tersebar di 9 (sembilan) kecamatan dan 70 (tujuh puluh) desa. Itu artinya air hujan yang jatuh 
di titik mana pun di 70 desa itu berpotensi menuju Danau Limboto, dan membawa sedimen, 
zat hara, atau polutan. Karena itu, pelibatan seluruh warga DAS dan badan hukum yang 
memiliki persil lahan di 70 desa itu wajib dilakukan. Pelibatan warga DAS secara 
keseluruhan itu memiliki justifikasi baik dari sudut pandang pendekatan biofisik maupun 
pendekatan institusi sebagai berikut: 
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Dari sudut pandang biofisik, problem utama Danau Limboto terutama berkaitan 
dengan aliran permukaan (run off) yang berasal dari tiap persil lahan yang ada di DAS 
Limboto. Aliran permukaan itu mengalir menuju sungai-sungai  dan masuk ke danau. 
Persoalannya adalah aliran permukaan itu  membawa sedimen yang tererosi (yang membuat 
danau menjadi dangkal), membawa zat hara dari daerah pertanian (menyebabkan pengkayaan 
mineral sehingga eceng gondok tumbuh subur), dan membawa limbah (rumah tangga dan 
industri) yang membuat air danau tercemar. Dan, pada saat tertentu debit aliran 
permukaannya melampaui kapasitas tampung danau (yang menyebabkan banjir). 
Kemudian, dari sudut pandang institusi (aturan main), ada dua kemungkinan 
penyebab terjadinya degradasi Danau Limboto.  Kemungkinan pertama adalah tidak ada atau 
belum adanya aturan main (rule of the game) yang memadai yang mengatur dan membentuk 
perilaku warga DAS berkaitan dengan  pengelolaan sumber daya alam yang ada. Sedangkan 
kemungkinan kedua adalah aturan-aturan tentang itu sudah ada, meski mungkin belum 
lengkap, tapi aturan-aturan yang ada itu sulit atau tidak bisa ditegakkan. Aturan yang tidak 
ditegakan akan menciptakan kondisi yang sama dengan kondisi tanpa aturan. Aturan tanpa 
sanksi (bagi yang melanggar) adalah percuma/sia-sia. 
Setidaknya ada dua penyebab mengapa aturan-aturan itu tidak bisa ditegakan, yaitu 
berkaitan dengan rendahnya  biaya penegakan aturan (enforcement cost) yang dialokasikan 
oleh pemerintah dan soal kapasitas/integritas  si penegak aturan. Pihak yang perilakunya 
ingin dibentuk melalui  berbagai aturan itu adalah warga DAS secara keseluruhan. 
Belum Maksimalnya koordinasi dan sinergitas program antar instansi juga ikut 
menjadi penyebab terjadinya percepatan proses pendangkalan dan penyempitanluasan danau, 
diantaranya sertifikasi tanah timbul danau serta program-program bantuan yang kurang 
efektif yang berujung pada ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Disisi 
lain proses pendangkalan dan penyempitandanau Limboto juga disebabkan oleh pola 
pengelolaan dan aktifitas yangberlebihan di kawasan hulu yang jauh dari kaidah kelestarian 
dan perlindunganalam, dimana telah terjadi degradasi yang cukup besar pada wilayah 
tangkapanair dan sempadan sungai yang bermuara ke danau. Kenyataan yang ada 
bahwakawasan cagar alam (CA. Tangale) dan kawasan lindung lainnya di wilayah hulusecara 
perlahan seakan tak mampu dipertahankan keberadaannya. 
Hal yang juga krusial berkaitan dengan aturan ini  adalah kita selama ini berfokus 
pada aturan formal (yang dikeluarkan oleh negara/pemerintah). Padahal berkaitan dengan 
pengelolaan sumber daya alam, sebagaimana ditunjukkan oleh studi panjang Elinor 
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Ostrom  (penerima Nobel Ekonomi tahun 2009), tata kelola sumber daya alam justru akan 
jauh lebih efektif melalui penegakan aturan non-formal (yaitu aturan yang dibuat, disepakati 
dan di tegakan sendiri oleh warga yang memanfaatkan sumber daya alam itu). Tugas 
pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat adalah menfasilitasi 
komunitas-komunitas lokal agar mereka mampu menyusun, menyepakati  dan membangun 
mekanisme penegakan aturan yang dibuat sendiri oleh komunitas itu. Termasuk mekanisme 
penyelesaian konflik. 
Keharusan untuk bekerjasama (kolaborasi) antar  pemangku kepentingan juga 
menjadi prasyarat utama. Disamping  pemerintah, kalangan akademisi di perguruan tinggi 
(UNG), dunia usaha (Kadin dan asosiasi-asosiasi  pengusaha), LSM, media masa, ormas dan 
organisasi di tingkat desa/kelurahan, harus diposisikan sebagai pihak-pihak memiliki peran 
penting dan strategis.  Jika dilihat dari matriks program implementasi yang dibuat, peran 
unsur-unsur non pemerintah terkesan masih marjinal. 
Dari pembahasan  sederhana itu, saya mengusulkan tiga prinsip dasar yang 
seyogyanya melandasi pengimplementasian program-program yang sudah tersusun  itu. , 
ketiganya adalah : 
1. Berbasis warga DAS 
2. Manajemen Kolaboratif 
3. Aksi Kolektif Lokal 
Jadi, usaha-usaha untuk  mengimpelentasikan pengelolaan danau limboto adalah (1) 
pemulihan danau limboto, (2) pemanfaatan danau limboto dan (3) pelestarian danau limboto 
harus dilaksanakan dengan (1) berbasis warga DAS Limboto (bukan hanya warga pesisir 
danau Limboto), (2) dilaksanakan dengan manajemen kolaboratif, dan melalui (3) aksi-aksi 
kolektif lokal. Langkah paling awal untuk memulai semua itu adalah penetapan batas Danau 
Limboto secara definitif. Memang langkah ini  bukanlah hal yang mudah dan dapat memicu 
“konflik” antara pemerintah dengan warga yang telah mengklaim tanah-tanah timbul yang 
ada. Namun, betapa pun tidak mudahnya, inilah langkah awal yang harus dilalui. 
Salah satu hal yang pasti adalah – berdasarkan pengalaman yang lalu lalu – dana yang 
tersedia akan senantiasa terbatas, sehingga diperlukan prioritisasi kegiatan. Salah satu kaidah 
ushul fiqh yang mungkin bisa digunakan adalah: ““mencegah mafsadah (kerusakan) harus 
didahulukan daripada mengambil kemaslahatan” 
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